
VINCENTIA MOLI AMBAR RESMI PIMPINAN BADAN PEMERIKSA 

KEUANGAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA 

 
Sumber: medan.tribunnews.com 

Vincentia Moli Ambarresmi menjadi pimpinan baru Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menggantikan Ayub Amali, Senin 

(15/2/2016). 

Selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov 

Sumut), Hasban Ritonga, berharap era kepemimpinan Vincentia Moli Ambar akan 

terus memberikan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan agar 

pengelolaan keuangan Pemprovsu dapat lebih efektif dan efisien. 

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh kinerja Badan 

Pemeriksaan Keuangan perwakilan Sumatera Utara. Mengingat BPK memiliki 

peran utama dalam memberikan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan 

daerah," ujar Hasban pada acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK 

Sumut di kantor Perwakilan BPK Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. 

Dalam acara yang dihadiri anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja 

Djanegara, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas, 

perwakilan DPRD Sumut beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

(FKPD) Sumut tersebut, Hasban mengatakan bahwa pengelolaan keuangan negara 

menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara. 

"Sejarah mengajarkan kita, buruknya pengelolaan keuangan negara telah 

menimbulkan berbagai macam penyakit seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dan 

mengakibatkan keterpurukan negara," ujar Hasban. 
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Penyataan ini juga dibenarkan oleh Moermahadi Soerja Djanegara. 

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan laporan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD). 

"Berdasarkan laporan ke BPK RI, Sumut pada LKPD sangat baik, tingkat 

partisipasi sudah mencapai 50 persen, baik itu pertanggungjawaban realisasi 

rencana, perubahan anggaran hingga aset, kita berharap akan ke depan lebih baik 

lagi," ujar Moermahadi. 

Sementara itu, selaku pimpinan baru dalam jajaran BPK Sumut, Vincentia 

Moli Ambarmengtakan bahwa dirinya akan bekerja semaksimal mungkin untuk 

tetap melakukan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan Pemprov 

Sumut. 

"Yang pasti kami akan bekerja maksimal dalam rangka pembinaan, 

pengawasan dan pengelolaan keuangan, agar pengelolaan keuangan Pemprov 

Sumut dapat lebih efektif dan efisien," ujar Vincentia. 
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Catatan: 

 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

Pasal 6  

(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau 

badan lain yang mengelola keuangan negara; 

(2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   

dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara; 

(3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 

kinerja,dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 
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Pasal 413 antara lain: 

(1) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berada di bawah AKNV dan 

bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan 

Negara V; 

(2) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang kepala. 

Pasal 414 

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, BUMD dan 

lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan 

yang ditugaskan oleh AKN. 

 

 


